WALIKOTA AMBON
PROV1INSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 43) TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA
KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT PRASEJAHTERA INDIVIDU
KATEGORI PEMBANGUNAN BARU DANA ALOKASI KHUSUS PADA
DESA WAIHERU KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA KOTA AMBON TAHUN 2022

WALIKOTA AMBON,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan penetapan penerima
bantuan daiam Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana
Alokasi Khusus Insfrastruktur dan berdasarkan hasil verifikasi
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman Kota Ambon daiam surat lembar verifikasi
proposal Bantuan Stimulan Rumah Swadaya nomor
653/155/DPRKP tertanggal S5 Juli 2022, perlu menetapkan
Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Bantuan
Stimulan Rumah Swadaya Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni Bagi Masyarakat Prasejahtera Individu Dana Alokasi
Khusus Kota Ambon Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Swatantra Tingkat II Daiam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1645);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4389);
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12.
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020
tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2021
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
266);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
309);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 888);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodcfikasi Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
198/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
(Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1402);

Peraturan Menteri Pckerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5
Tahun 2022 tentang Petunjuk Opcrasional Penyelenggaraan Dana
Alokasi Khusus Infrastruktur Pckerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Tahun Anggaran 2022;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KET1GA

KEEMPAT

Tembusan :

16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 02 Tahun 2005 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota
Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2005 Nomor
02 Seri D Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penetapan APBD Kota Ambon Tahun 2022 (Lembaran Daerah
Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 388);

18. Peraturan Walikota Ambon Nomor 67 Tahun 2021 tentang
Penjabaran APBD Kota Ambon Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya
Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat
Prasejahtera Individu Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun
2022 pada Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota
Ambon sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Penerima bantuan sebagaimana dimaksud daiam Diktum KESATU
wajib memanfaatkan dana bantuan guna membeli bahan
bangunan dan membayar upah keija untuk pembangunan baru
secara sungguh-sungguh sesuai peraturan perundang- undangan.
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Ambon

Tahun Anggaran 2022.
Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

di Ambon
5 Juli 2022

AMBON, flt

MELKIAS WATTIMENA

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon;

ISHEESER R

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
Bank/Pos Penyalur;

Tim Teknis Bantuan Stimulan Rumah Swadaya;

Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya.
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Lampiran
Nomor
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Tentang

DAFTAR PENERIMA BSRS

BESAR BANTUAN DAK {Rp.)
NO

KAMA NO KTP ALAMATTEMPAT BESAR UPAH TOTAL DAK

BENBA TINGGAL BANTUAN TUKANG DAK (Rp)
FISIK DAK (Rp.) (Rp.)

1 KASNI 8171036102850004 WAIHERU RT 005/ RW 003 19.400.000,- 2.500.000,- 21.900.000,-
2 TURIYAH 8171034607730001 WAIHERU RT 005/ RW 003 19.400.000,- 2.500.000,- 21.900.000,-
3 AISYAH NURLETE $171034304450001 WAIHERU RT 005/ RW 003 19.400.000,- 2.500.000,- 21.900.000,-
4 s NONSI 8171035002790003 WAIHERU RT 005/ RW 003 19.400.000,- [2.500.000,- 21.900.000,-
5 WA AN1 8171035505640003 WAIHERU RT 023 RW 009 19.400.000,- 2.500.000,- 21.900.000,-
5 LATIF OPONG DATO 8171032608830001 WAIHERU RT 008/ RW 004 19.400.000,- 2.500.000,- 21.900.000,-
7 ASNIYATI [s171036607800001 WAIHERU RT 005/ RW 003 19.400.000,- 2.500.000,- 21.900.000,-
8 NORMA jsi 71035902770001 WAIHERU RT 005/ RW 003 19.400.000,- 2.500.000,- 21.900.000,-
° ONYONG WALLY 8171030207760001 WAIHERU RT 023 RW 009 19.400.000,- 2.500.000,- 21.900.000,-
10 IBRAHIM ELY 8171032002740001 WAIHERU RT 023 RW 009 19.400.000,- 2.500.000,- 21.900.000,-
11 , jHAMJA TANAS! 8171031804800003 WAIHERU RT 025/ RW 003 19.400.000,- 2.500.000,- 21.900.000,-
12 {LA FAISAL 8171031912890003 WAIHERU RT 025/ RW 003 19.400.000,- 2.500.000,- 21.900.000,-
13  JwA BAEDA [8171035311450001 WAIHERU RT 005/ RW 003 19.400.000,- 2.500.000,- 21.900.000,-
14 jWA LUHA |8171035706430001 WAIHERU RT 005/ RW 003 19.400.000,- 2.500.000,- 21.900.000,-
15  jWA RUK1 j8171036108800001 WAIHERU RT 005/ RW 003 19.400.000,- 2.500.000,- 21.900.000,-

Keputusan Walikota Ambon
431 Tahun 2022

5 ObU 2022
Penetapan Penerima Bantuan Stlmulan Rumah
Swadaya Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah
Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Prasejahtera
Individu Kategori Pembangunan Barn Dana
Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022.

BESAR BANTUAN SHARING APBD (Rp.)

BESAR UPAH TUKANG TOTAL SHARING TOTAL BESAR
BANTUAN SHARING APBD APBD (Rp.) BANTUAN (Rp.)
FISIK (RP-1
17.500.000,- 2.500.000,- 20.000.000,- 41.900.000,-
17.500.000,- 2.500.000,- 20.000.000,- 41.900.000,-
17.500.000,- 2.500.000,- 20.000.000,- 41.900.000,-
17.500.000,- 2.500.000,- 20.000.000,- 41.900.000,-
17.500.000,- 2.500.000,- 20.000.000,- 41.900.000,-
17.500.000,- 2.500.000,- 20.000.000,- 41.900.000,-
17.500.000,- 2.500.000,- 20.000.000,- 41.900.000,-
17.500.000,- 2.500.000,- 20.000.000,- 41.900.000,-
17.500.000,- 2.500.000,- 20.000.000,- 41.900.000,-
17.500.000,- 2.500.000,- 20.000.000,- 41.900.000,-
17.500.000,- 2.500.000,- 20.000.000,- 41.900.000,-
17.500.000,- 2.500.000,- 20.000.000,- 41.900.000,-
17.500.000,- 2.500.000,- 20.000.000,- 41.900.000,-
17.500.000,- 2.500.000,- 20.000.000,- 41.900.000,-
17.500.000,- 2.500.000, 20.000.000,- 41.900.000,-
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f. BODEWIN MELK1AS WATTIMENA
O/



